
 

 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
 

NOMOR    14   TAHUN  2016 
 

  TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN                                  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULUTAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : 1. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis 

Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 tanggal 17 Februari tahun 2016, maka untuk menampung penganggaran Belanja Non Fisik yang 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus dilakukan dengan mengubah  Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 

Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu tahun Anggaran 

2016 tanggal 31 Desember 2015; 

  2. bahwa untuk mengakomodir usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu 

dalam melakukan pergeseran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan uraian 

rincian objek belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayaat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

 3 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 

Desember 2015; 



 

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor 6 Drt. Tahun  1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4604);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2010-2014; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan PertanggungJawaban 

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Tahun Anggaran 2016; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor  4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu  Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor  4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 ; 

27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat 

Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 

Nomor 08); 



28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas 
Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu 

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2013 Nomor 14); 

29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2013 Nomor 15); 

30. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan 

dan Kelurahan Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2008 Nomor 11); 

31. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor   08   Tahun  2015  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2015  Nomor  08); 

32. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor  51   Tahun  2015  tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2015  Nomor  51); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

1. Pendapatan  

1) Pendapatan Asli Daerah       Rp.    123.589.000.000,00    
2) Dana Perimbangan    Rp.    826.029.870.192,17 

3)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah   Rp.    196.378.039.000,00 

 Jumlah Pendapatan          Rp. 1.145.966.909.192,17  

 



2. Belanja  
a.   Belanja Tidak Langsung :     Rp.    622.754.795.744,95    

1) Belanja Pegawai        Rp.    620.054.795.744,95   

2) Belanja Hibah        Rp.                           0,00    
3) Belanja Bantuan Sosial       Rp.        3.200.250.000,00     

4) Belanja Bagi Hasil       Rp.            200.000.000,00  

5) Belanja Bantuan Keuangan       Rp.        1.500.000.000,00 
6) Belanja Tidak Terduga        Rp.        1.000.000.000,00 

  

b.  Belanja Langsung :      Rp.    565.451.346.861,49 

1)  Belanja Pegawai Rp.      64.868.926.200,00 

2) Belanja  Barang dan Jasa  Rp.    231.645.067.362,88      

3) Belanja Modal Rp.    265.937.353.298,61    

 Jumlah Belanja          Rp. 1.185.206.142.606,44 

 Surplus/(Defisit)          (Rp.     39.209.233.414,27) 

3. Pembiayaan      

a. Penerimaan       Rp.      44.590.172.212,27 

b. Pengeluaran       Rp.        5.380.938.798,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto         Rp.       39.209.233.414,27 

  Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan      Rp.                       0,00 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan  Walikota 

ini 

Pasal  3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II  Peraturan Walikota 

ini 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini 



Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota 

Bengkulu 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  04 Mei 2016  

WALIKOTA BENGKULU, 

dto 

H. HELMI HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal     04 Mei 2016  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

        Dto 

   MARJON 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN    2016   NOMOR  14 



 


